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BAB

NEGARA
HUKUM

A. Negara Kesatuan

Negara menurut asal-usul kata berasal dari bahasa
sansakerta “nagari” atau “nagara” yang berarti kota. dalam
bahasa daerah dari suku-suku di Indonesia ini menrima arti
“Daerah”, “wilayah”, “negeri” (Aceh) atau tempat tinggal
seorang raja atau pangeran (negeri, negara di Jawa, Yogyakarta,
Surakarta) dan “kota” (negeri, melayu)’.

Negara adalah institusi yang terbentuk dari keberadaan
suatu kelompok manusia yang bertempat tinggal dalam suatu
wilyaha atau teritorial tertentu kemudian membentuk suatu
peraturan-peraturan dalam rangka pengaturan hidup
berkelompok seperti yang diinginkan bersama.? Sedangkan
menurut Mirriam Budiardjo bahwa negara adalah organisasi
kekuasaan atau integrasi dari kekuasaan politik, ia adalah
organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah agency
(alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk
mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat.?

Pratik susunan negara-negara di dunia pada umumnya
dibagi menjadi 2 (dua) yaitu negara kesatuan dan negara serikat.
Negara serikat adalah suatu ikatan antara beberapa negara yang

3

Soetomo, Ilmu Negara, Usaha Nasional, Surabaya, 1993, hlm. 21

Edie Toet Hendratno, Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme,
Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm. 46

Ibid. Hlm. 12



BAB

A.

OTONOMI
DAERAH

Pengertian Otonomi Daerah

Secara etimologis, otonomi berarti “pemerintahan
sendiri” yang merupakan kesatuan dari dua kata yaitu “auto”
yang berarti sendiri dan “nomes” berarti pemerintahan. Dalam
bahasa Yunani, otonomi berarti berasal dari autos yang berarti
sendiri dan nemein yang berarti kekuatan mengatur sendiri.
Dengan demikian, secara maknawi, otonomi mengandung
makna kemandirian, dan kebebasan daerah dalam menentuka
langkah-langkahnya sendiri.38

Menurut Wayong, Otonomi daerah sebenarnya
merupakan bagian dari pendewasaan politik rakyat di tingkat
lokal dan proses mensejahterakan rakyat. Sedangkan menurut
Thoha, otonomi daerah adalah penyerahan sebagian urusan
rumah tangga dari Pemerintah yang lebih atas kepada
pemerintahan dibawahnya dan sebaliknya pemerintahan
dibawahnya yang menerima sebagian urusan tersebut telah
mampu melaksanakannnya.? Selain itu, menurut Fernandes,
pengertian otonomi daerah adalah pemberian hak, wewenang,
dan kewajiban kepada daerah yang memungkinkan daerah
tersebut mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri

38

39

20

Widarta, Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah, Lapera Pustaka Utama,
Yogyakarta, 2001, hIm. 2

Eka NAM Sihombing, Hukum Pemerintahan Daerah, Setara Press,
Malang, 2020, hlm. 6



BAB

A.

PEMBENTUKAN
PERATURAN
DAERAH

Pembentukan Peraturan Daerah

Di dalam hukum, teori merupakan konsep imajinatif para
pemikir hukum untuk mengeluarkan ide atau penalaran
terhadap hukum, pembentukan hukum, pemberlakuan, dan
penegakan hukum. Menurut Hans Kelsen, bahwa teori hukum
menunjukkan keberadaan hukum dan bagaimana hukum itu
ada. Dalam hal ini, Hans Kelsen menegaskan bahwa teori
hukum itu menjelaskan tentang keberlakuan hukum ( hukum
yang berlaku) dan hukum yang seharusnya, karena Hans Kelsen
berpendapat bahwa hukum itu harus terlepas dari anasir-anasir
diluar hukum ( teori hukum murni).

Menurut doktrin konkretiasasi hukum secara gradual, ada
proses delegasi dari norma dasar dalam konstitusi kedalam
norma-norma yang akan diatur secara berturut-turut secara
graduatif oleh”®:

1. Dikonkretkan oleh badan legislasi.
Dikonkretkan oleh badan administrasi.

Di konkretkan oleh badan peradilan.
Dikonkretkan oleh kebiasaan dalam masyarakat.

AN I

Dikonkretkan lagi oleh transaksi-transaksi privat.

76

72

Munir Fuady, Teori-Teori (Grand Theory) Dalam Hukum, Kencana, Jakart,
2013, hlm. 140



BAB

KEUANGAN DAERAH,
PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH

A. Keuangan Daerah

92

Sebelum perubahan UUD 1945, pengaturan keuangan

negara dalam Undang-Undang Dasar diatur dalam Bab VIII,

yang hanya berisikan satu pasal yaitu pasal 23 yang menyatakan:

1.

Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun
dengan undang-undang. Apabila DPR tidak menyetujui
anggaran yang diusulkan pemerintah, maka Pemerinah
menjalankan anggaran tahun yang lalu

Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-
undang

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-
undang

Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-
undang

Untuk memeriksa tanggungjawab tentang keuangan negara
daidakan suatu badan pemeriksa keuangan yang
peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil
pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat.

Pasca amandemen UUD 1945, pengaturan mengenai

keuangan negara diatur dalam Bab VII Pasal 23

Pasal 23 menyatakan bahwa:

1.

Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari
pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun
dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka



BAB

A.

PEMBENTUKAN DAN
PENGAWASAN
PERATURAN DAERAH

Pembentukan dan Pengawasan Peraturan Daerah
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi di era
otonomi daerah yang merupakan tuntutan masyarakat dapat
terwujud apabila terciptanya suatu system pemerintahan yang
baik (good governance). Oleh karena itu, perubahan perilaku
birokrasi sangat diperlukan dalam penyelenggaraan otonomi
daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sejalan dengan konsep good
governance sebagai domain pemerintahan yang baik antara lain:
1. Menekankan  penyelenggaraan  pemerintahan  yang
didasarkan pada peraturan perundang-undangan;
2. Kebijakan public yang transparan.
3. Adanya partisipasi masyarakat dan akuntabilitas public

Untuk dapat mewujudkan kepemerintahan yang baik.
Beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan antara lain!1:
1. Prinsip kepastian hukum

a. Sistem hukum yang benar dan adil, meliputi hukum
nasional, hukum adat dan etika kemasyarakatan;

b. Pemberdayaan pranata hukum, meliputi kepolisian,
kejaksaan, pengadilan dan lembaga kemayarakatan.

111

Hardijanto, Pendayagunaan Aparatur Negara Menuju Good Governance,
Makalah TOT Pengadaan Barang atau Jasa, Kementrian PAN, Jakarta,
2000, hlm. 2

111



BAB PEMBENTUKAN DAN

PEMBATALAN
PERATURAN DAERAH

A. Pembentukan Perda Pajak dan Retribusi Daerah di Sumatera
Utara
1. Dasar Pengaturan Kewajiban Pajak Dan Retribusi Daerah
Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 26 ayat (1), warga
negara Indonesia adalah orang-orang Indonesia asli dan
orang-orang bangsa lain yang bertempat tinggal di Indonesia,
dan mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap
setia kepada NKRI yang disahkan dengan undang-undang.
Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi sesuai
dengan Pancasila. Dimana warga negaranya diberi
kebebasan untuk menyalurkan aspirasinya tetapi tentunya
dalam konteks yang positif. Sistem demokrasi ini
menandakan bahwa Indonesia sangat menghargai warga
negaranya sebagai mahluk ciptaan Tuhan dan mengakui
persamaan derajat manusia. Sesuai dengan Pembukaan UUD
1945, Tujuan Negara Republik Indonesia: Melindungi
segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
Memajukan kesejahteraan umum; Mencerdaskan kehidupan
bangsa; Ikut melaksanakan ketertiban dunia.130

130 Susi Zulvina, Bahan Ajar Pengantar Hukum Pajak: Program Diploma I
Keuangan Spesialisasi Pajak, Tanggerang: Sekolah Tinggi Akuntansi
Negara, 2011, Him. 4.

125



BAB

PEMBENTUKAN DAN HARMONISASI
PERATURAN DAERAH BERDASARKAN
UU NO. 12/2011 TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

A. Peraturan Daerah
Peraturan Daerah diartikan terdiri dari dua jenis
peraturan daerah yakni peraturan daerah provinsi dan
peraturan daerah kabupaten/kota. Hal tersebut secara eksplisit
dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 7 dan 8 Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan, bahwa Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan
perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perawakilan
Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
Dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan
perundang- undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama

Bupati/ Walikota.

B. Materi Muatan Peraturan Daerah
1. Materi Muatan Perda

Materi muatan pertama kali diperkenalkan oleh
Hamid S. Attamimi yang dipadankan dengan istilah “het
onderwerp” pendapat Hamid S. Attamimi bahwa materi
muatan sebuah perundang-Undagan negara dapat
ditentukan atau tidak, bergantung pada sistem pembentukan
peraturan perundang-undangan negara tersebut beserta latar

215
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